
BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR ( TA HUN 2016

TENTANG

TUN JANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

Mengingat

Menimbang

BUPATI SUMBAWA,
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat 1 P eraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas
Peratursn Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakihm R akyat Da erah, s e rta d slam ra ngka un t uk
meningkatkan kelanc aran tugas dan kinerja Dewan
Perwakilan R akyat D aerah K a bupaten S u m bawa, p er lu
ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Perumahan
bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sumbawa;

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah T ingkat I I d a lam Wi layah Daerah-daerah
Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor
122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambshan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana t elah h eber apa kal i d i ubah
terakhir den gan Undang-Undang Nomor 9 T a hun 2 0 15
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembarsn Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4540);P



4. Peraturan Pemerintah N omor 5 8 Ta hun 2 005 t entang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah beberapa kaII diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 18 Tahun
2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2007 Nomor
18);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA.

Menetapkan

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa

2. Bupati adalah Bupati Sumbawa

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa

5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD

6. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai
Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan
perundang"ufldaflgafl

7. Tunjangan K esejahteraan a dalah t u njangan y ang d i sediakan b erupa
pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas kepada Pimpinan
dan Anggota DPRD, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan
perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD, serta rumah
dinas bagi anggota DPRD dan perlengkapannya

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD,
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh
DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
TUN JANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 2

(1) Kepada Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan
beserta perlengkapannya sedangkan kepada Anggota DPRP d isediakan
masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta perlengkapannya.$



(2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan
Pimpinan DPRD dan rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan
diberikan Tunjangan Perumahan.

(3) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa uang
sewa rumah yang besarnya disesuaikan dengan standar harga setempat yang
berlaku dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan
kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

(1) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat {3),
diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.

(2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), d iberikan
d engan rinclan :

a . Ketua DPRD setinggi-tingginya sebesar Rp8.835.000,- (delapan j u ta
delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah},'

b. Wakil Ketua DPRD masing-masing setinggi-tingginya Rp7.844.000,- (tujuh
juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah); dan

c. Anggota DPRD masing-masing setinggi-tingginya Rp7.066.000,- (tujuh juta
enam puluh enam ribu rupiah).

ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3) Besarnya Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Pasal 4

{1) Anggaran Tunjangan Perumahan hagi Pimpinan dan Anggota DPRD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan dalam APBD Pos Belanja
Tidak Langsung DPRD.

(2) Tata cars pertanggungjawaban Tunjangan Perumahan hagi Pimpinan dan
Anggota DPRD diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pads tanggal diundangkan.

Agar setiap o rang d apat m engetahuinya, m emerintahkan p en gundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 6gavuIIN)- ~ t(,

BUPATI MBA W A,

JAMALDDDIK MALIK



Diundangkan di Sumbawa besar
pada tsnggal ( )ONVleti 'Lklk

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

RAS I

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2016 NOMOR


